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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  Majelis Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat,  tempat  tanggal  lahir  Karya  Bakti,  15  Maret  1999,  Agama Islam,

Pendidikan  SLTA,  Pekerjaan  karyawan  Koperasi  Kozero,

bertempat tinggal di Dusun  01,  RT 003  RW  01,  Desa  Karya

Bakti,  Kecamatan  Marga  Sakti  Sebelat,  Kabupaten  Bengkulu

Utara  dalam  dalam hal  ini  memberikan  kuasa  kepada    Sigit

Pramono,  S.H.  advokat  beralamat di  Desa Giri  Mulya,   RW.9,

Rt.17  Kecamatan  Giri  MUlya    Kabupaten   Bengkulu  Utara

berdasarkan  surat  Kuasa  Khusus   tanggal  24  Februari  2020

sebagai Penggugat;

 

melawan

Tergugat,  tempat  tanggal  lahir  Bengkulu,  02  Juni  1994,  Agama  Islam,

pendidikan SLTP, Pekerjaan supir truck, bertempat tinggal di  Jl.

Pasundan RT 07, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung

Melayu,  Kota  Bengkulu,  dan  sedang  menjalankan  hukuman

selam  5  tahun  3  bulan  di  Rutan  Malabero  di  Kota  Bengkulu

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

           Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30

Desember 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  dengan  Nomor
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37/Pdt.G/2020/PA.AGM. pada tanggal 6 Januari  2020 dengan mengemukakan

dalil-dalil  sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal  08 Desember 2017,  dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Putri  Hijau,  Kabupaten  Bengkulu  Utara,

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 238/03/XII/2017,

tertanggal  08  Desember  2017,  pada  saat  menikah  Penggugat  berstatus

perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa,  setelah menikah  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Tergugat  di  Jl.  Pasundan  RT  07,  Kelurahan

Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba’da Dukhul) dan

belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan

damai hal  tersebut  hanya berlangsung selama kurang lebih  1 bulan, dan

sejak awal bulan Januari 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

mulai  goyah  dan  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan karena;

1.- - - -Tergugat suka main judi uang, dan Tergugat  memakai obat-obatan

terlarang (Narkotika);
2.------Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika uang hasil kerja

Tergugat tersebut Penggugat gunakan untuk kebutuhan rumah tangga,

akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan

Maret 2018 disebabkan Tergugat diketahui memakai obat-obatan terlarang,

dan sekarang Tergugat  sedang berada di  Rutan Malabero Kota Bengkulu,

sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di  Dusun 1, RT

003 RW 01, Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten

Bengkulu Utara,  hal  ini  telah  berlangsung kurang lebih  selama 1 tahun 8

bulan;
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6. Bahwa tujuan pernikahan  Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang

sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya

yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  Cq. Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  kiranya  berkenan  untuk  menjatuhkan  putusan  sebagai

berikut;

I. PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
II. SUBSIDAIR
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);
Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  yang  telah  ditetapkan  Penggugat   dan

kuasanya  hadir di persidangan, sedangkan  Tergugat tidak hadir dan tidak pula

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat

telah  dipanggil   secara  resmi  dan  patut  yang  relaasnya  dibacakan  di

persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim telah menasihati Penggugat   agar berpikir  untuk

tidak bercerai   dengan Tergugat  akan tetapi  Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya  untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi   karena  Tergugat  tidak  hadir

mengahadap persidangan  meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

yang maksud  dan isinya  tetap dipertahankan oleh Penggugat;

          Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka

tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi  dan menjawab gugatan

Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap

dibebani wajib bukti; 
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Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya

telah mengajukan alat-alat bukti suarat , sebagai berikut :

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK  1703145503990001 yang 

dikeluarkan  oleh Kepala Dinas  Kependudukan dan catatan Sipil 

Kabupaten Bengkulu Utara  tanggal  10 Julki 2017, telah bermeterai 

cukup, telah dinazegelen  oleh Pejabat Kantor Pos  dan setelah 

dicocokkan dengan aslinya  ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf 

dan diberi tanda kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat 

dengan Nomor 238/03/XII/2017, yang dikeluarkan  Pegawai Pencatatan 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu

Utara  tertanggal 8 Desember 2017, telah bermeterai cukup, telah 

dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya  

dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode 

(P.2);
3. Fotokopi salinan Putusan Nomor  266/Pid.sus/2018/PN.Bgl yang 

dikeluarkan Pengadilan  Negeri  Bengkulu tanggal 14 Agustus 2018 telah 

bermeterai cukup, telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan setelah 

dicocokkan dengan aslinya  dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis 

diparaf dan diberi tanda kode (P.3);

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain

dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa  Penggugat    telah menyampaikan   kesimpulan  yang pada  oknya

tetap dengan  dalil-dalil  gugatannya  intinya ingin  bercerai  dari  Tergugat, serta

mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada semua hal yang

tercatat  dalam  Berita  Acara  Sidang  yang  dianggap  sudah  termasuk  dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  49 huruf  a  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara              pada tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam        bidang perkawinan

merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan     telah   ternyata  subjek

hukum dalam perkara ini  adalah  beragama  Islam, oleh karenanya   Pengadilan

Agama Arga Makmur  berwenang  secara  absolut  untuk  memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg juncto  Pasal

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Majelis  telah   berusaha  mendamaikan  dengan

menasehati  Penggugat  agar rukun kembali  dengan Tergugat,  akan tetapi  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  semua

perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi,

akan tetapi dalam perkara  a quo  pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasanya telah menghadap               di

persidangan, sedangkan Tergugat  tidak  menghadap  dan  tidak  pula  mengutus

orang lain  selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk  menghadap  di  persidangan

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sesuai  Pasal  27  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Tergugat

tersebut  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah  menurut   hukum  (default

without  reason),  oleh  karenanya sesuai  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.  Bg,

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara  a quo  dapat diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa setelah mempelajari  surat  gugatan  Penggugat  dan

mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah       dalam

perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai           suami isteri

hidup  rukun  sekitar  1  (satu) bulan,  setelah  itu  sering  terjadi  pertengkaran

disebabkan Tergugat suka main judi dan memakai obat-obat terlarang (narkotoka)

dan suka marah-marah kepada Penggugat   ketika  uang hasil  kerja   Tergugat

digunakan  Penggugat  untuk  kebutuhan  rumah tangga,    puncak  pertselisihan

terjadi  pada bulan Maret  2018 disebabkan  Tergugat ketahuan  memakai  obat

terlarang,  sehingga Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama  5 tahun, dan saat

ini  baru   berjalan   selama  1  tahun  8  bulan atas  hal   demikian   Penggugat

menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan  tersebut  di  atas,  Majelis  menilai

alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat  termasuk alasan perceraian

sebagaimana  diatur dalam  ketentuan Pasal 19 huruf  c   Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf  c   Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa  atas dalil  gugatan Penggugat tersebut  Tergugat telah

tidak menjawab karena tidak  menghadap dan tidak  pula  mengutus  orang lain

selaku Wakil/Kuasanya  untuk  menghadap di  persidangan,  sedangkan menurut

anggapan  hukum  tidak  hadirnya  Tergugat  tersebut  dapat  dianggap  tidak

bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela

kepentingannya di persidangan, mengakui dan  membenarkan semua posita dan

petitum gugatan Penggugat,  sedangkan Majelis menilai  gugatan Penggugat juga

tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat  ahli

fiqih dalam  Kitab  Ahkamul  Qur'an  Juz  II  halaman 405 yang berbunyi :

له              الىعى  دمن  حق لا لم ظا فهو يجب فلم المسلمين حکام من حاكم

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian

tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah

haknya”;
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Menimbang,  bahwa  meskipun  menurut  anggapan  hukum  tidak  hadirnya

Tergugat  menghadap  di  persidangan  dianggap  mengakui  dan  membenarkan

posita  dan petitum gugatan Penggugat  sehingga dalil-dalil  gugatan Penggugat

dianggap  telah  terbukti,  namun  oleh  karena perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan dan   untuk menghindari adanya kebohongan  (de grote langen)  atau

permufakatan para pihak dalam perceraian (vide Pasal 208 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan

kebenaran materiilnya,  maka  kepada Penggugat  tetap dibebankan wajib  untuk

membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hujjah syari’ah dalam

Kitab   Al-Anwar  Juz  II  halaman  55,  untuk  selanjutnya  diambil  alih  sebagai

pendapat Majelis berbunyi :

                                   بالبينــة اثبـاتـه جـاز غـيبــة أو توار أو بتعـزز تعـزز فان

Artinya  :  “  Apabila  dia  (Tergugat)  enggan  hadir,  atau  bersembunyi  atau  tidak

diketahui  alamatnya,  perkara  ini  dapat  diputus  berdasarkan  bukti-

bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran  dalil-dalil   gugatannya,

Penggugat  telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana dalam  duduk

perkara di atas;

Menimbang,  bahwa    terhadap  bukti   surat  P.1  ,  P.2  dan P.3  yang

diajukan    Penggugat tersebut  Majelis menilai bukti-bukti tersebut  merupakan

fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti,  dan telah

diberi meterai cukup  (  vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1985 ) serta  bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dengan demikian  bukti-bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  persyaratan formil  dan harus dinyatakan dapat

diterima,  dan  secara materiil  dapat  dipertimbangkan karena alat  bukti  tersebut

memuat  keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  dalil  gugatan

Penggugat; 
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Menimbang, bahwa alat bukti  P.1 merupakan fotokopi dari  akta otentik,

khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan

aslinya,  memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat   bertempat

tinggal  di  Desa  Karya  Bakti,  Kecamatan  Marga  Sakti  Sebelat, Kabupaten

Kabupaten Bengkulu Utara.  Dengan demikian,  bukti  tersebut  telah memenuhi

syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan  bukti yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari  akta otentik,

khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan

aslinya.  Alat  bukti  P.2 tersebut  memuat keterangan yang menjelaskan bahwa

Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan   tanggal  8

Desember 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan  Putrei Hijau,

Kabupaten Bengkulu Utara.  Dengan demikian,  bukti  tersebut  telah memenuhi

syarat  formal  dan  materiil  serta  mempunyai  kekuatan  yang  sempurna  dan

mengikat.  Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut

menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in yudicio);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3 merupakan  Fotokopi

Kutipan Putusan  Pidana  Nomor 266/Pid/ Sus/2018/PN.Bgl  tanggal 14 Agustus

2018  mmerupakan  akta  autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

byang telah memenugi syarat formil dan materil  alat bukti  oleh karenanya  dapat

dijadikan sebagai alat bukti  bahwa   Setiawan Nugroho   bin Seno Mulyo  telah

terbukti secara sah  melakukan tindak pidana   tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, munguasai  atau menyediakan  narkotika  golongan I  bukan

tanaman, dengan demikian Majelis berpendapat alasan perceraian yang didalilkan

oleh Penggugat bahwa Tergugat   suka memakai obat-obat terlarang  (narkotika)

sehingga Tergugat dihukum penjara lebih dari 5 (lima) tahun telah terbukti;

 Menimbang,  bahwa  apabila  bukti-bukti  surat  dan  anggapan  hukum

sebagaimana  tersebut  di  atas  dihubungkan  dengan  dalil-dalil  gugatan

Penggugat,  Majelis  menilai  telah  saling  bersesuaian  sehingga  Majelis  telah

menemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut : 
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- Bahwa   Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri  sah yang menikah

tanggal  8 Desember 2017;

- Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat pernah  hidup

rukun  selama  1 bulan  akan tetapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa  kemudian  keadaan  rumah  tangga  para  pihak  tidak  rukun  lagi

disebabkan Tergugat suka  memakai obat terlarang (anarkotika)  dan dihukum

penjara selama  5 tahun dan saat perkara ini diajukan baru  berjalan   selama  1

tahun 8 bulan;

- Bahwa Majelis telah berusaha menasihati agar  Penggugat tetap  bersabar

dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga  dari

fakta  terungkap  atau  yang  nampak  pada  diri  Penggugat  di  persidangan  yang

bertetap  pendirian  untuk  cerai  dari  Tergugat  serta  tidak  mau didamaikan,  dan

apalagi kini Tergugat  baru menjalani pidana penjara sekitar  1 tahun 8 bulan dan

masih akan menjalani pidana penjara sekitar 3 tahun 4 bulan pagi  lagi atau dalam

kurun yang cukup lama, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat    bahwa

fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19         huruf  c

Peraturan  Pemerintah   Nomor   9  Tahun  1975  juncto Pasal  116    huruf   c

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan dari  apa yang  telah  diuraikan di  atas,

maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan

para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila      rumah tangga

keduanya  tetap  dipertahankan,  sedangkan   kemudharatan  harus  disingkirkan

sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai       berikut :

يزال  الضرر

Artinya :  “Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa  Majelis  perlu  mengetegahkan   dalil/hujah   syar'iyyah 

dari  Kitab  Ghayatul Maram  halaman 162 yang selanjutnya diambil alih  sebagai 

pendapat sendiri, berbunyi :
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طلقة        ا  ضى القا طلقعليه لزوجها الزوجة رغبة اشتدعدم ذا

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan  isteri   terhadap  suaminya sudah  sedemikian 

               memuncak, maka Hakim  boleh  menjatuhkan  talak  suaminya dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut

di atas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat  telah

memenuhi  alasan perceraian menurut hukum sebagai  maksud   Pasal 39 ayat

(2) huruf  c   Penjelasan Undang-Undang   Nomor 1 Tahun 1974   juncto Pasal  19

huruf  c  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116  huruf  c

Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  sedangkan  gugatan  Penggugat  dinilai  Majelis

beralasan serta  tidak melawan hukum,  karenanya  sesuai ketentuan pasal 149

ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat

gugatannya, harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan         2

(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian

pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka  sesuai maksud   Pasal   119

ayat  (2)  huruf   a   Kompilasi   Hukum  Islam  talak yang   dijatuhkan terhadap

Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya  dalam

kondisi ba’da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi          Hukum

Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci

dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi         yang  tidak

haid  ditetapkan  90 (Sembilan  puluh)  hari, sejak  tanggal akta  cerai atas perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  tentang  petitum  Penggugat  angka  3  (tiga),  maka

berdasarkan  ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor 50   Tahun

2009,  kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini;
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Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-

dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya ini  sejumlah

Rp576.000,00  (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

  Demikian  diputus  dalam  rapat  permusyawaratan Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Arga  Makmur  pada  hari  Selasa tanggal  10   Maret  2020

Masehi bertepatan  dengan  tanggal  15  Rajab  1441  Hijriah oleh kami  Dra.

Nurmalis M sebagai Ketua Majelis,  Drs. Ramdan  dan  Risnatul  Aini,  S.H.I.,

M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim Anggota  tersebut  dan  dibantu oleh  Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,               Ketua Majelis,

dto dto

            Drs.Ramdan                                                     Dra. Nurmalis M 

                                            

Hakim Anggota,

dto

   Risnatul  Aini, S.H.I.,M.H.                                        Panitera Pengganti,

dto

                                      Hj. Nurmaini, S.H. 

Perincian Biaya Perkara :
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1. Pendaftaran :  Rp

30.000,00
2. Administrasi             :  Rp

75.000,00
3. biaya Panggilan           :  Rp   433.000,00
4. PNBP panggilan          :  Rp     20.000,00
5. Redaksi :  Rp     10.000,00
6. Meterai          :  Rp                 6.000  ,00

Jumlah                          :  Rp 576.000,00 

       (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
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